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Abstrak

Hadirnya virus corona dapat mengubah aspek kehidupan dalam
perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, covid-19 memiliki
dampak yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, tidak terkecuali
berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis peningkatan perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sikap hakim dalam menyelesaiakan perkara
di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan kebijakan Pengadilan
Agama dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang
memfokuskan kajian pada fenomena perceraian pada masa pandemi. Fenomena
perceraian yang ditemukan di lapangan akan dikaji dengan perspektif perundan-
undangan. Pendekan penelitian mengunakan pendekatan yuridis empiris. Data
dikumpulkan melalui teknik observasi dengan meneliti secara langsung di tempat
kejadian. Interview dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap satu
hakim yang berada di tiap Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
dokumentasi yang didapatkan dari empat putusan Pengadilan Agama Daerah
Istimewa Yogyakarta. Penyusunan penelitian menggunakan metode analisis
kualitatif dengan proses berpikir induktif. Data yang telah di kumpulkan dari tiga
teknik pengumpulan data tersebut kemudian dikaji mengguanan teori kebijakan
publik, sistem hukum Lawrence M. Friedmen dan modal sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1). Hadirnya pandemi menyebabkan
peningkatan perceraian di lima Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ada dua faktor penyebab peningkatan perceraian. Pertama, faktor substansi yang
disebabkan alasan ekonomi karena banyak para pihak kehilangan pekerja terkena
PHK, penurunan usahan berakibat bangkrut. Perselisiaha dan pertengkaran terus
menerus karena intensitas kebersaman dalam rumah dan kekerasan dalam rumah
tangga( KDRT). Kedua, faktor tehnis berupa pembatasan penerimaan perkara di
lima Pengadilan Agama yang mengabitkan penumpukan perkara di bulan-bulan
tertentu. 2). Hakim menunjukan beberapa sikap dalam menanggapi peningakatan
perkara perceraian di masa pandemi, sikap para hakim dapat di kelompok menjadi
tiga. Pertaman, sikap hakim dengan selalu mengupayakan perdamaian dengan
mediasi. Kedua, sikap umum mengenai kebijakan pada saat covid-19 dengan
menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, membawa
hand sanitizer), menerapkan WFH dan membuat layananan-layanan untuk
memudahkan pencari keadilan yang berperkara. Ketiga, sikap hakim secara
khusus dengan mengeluarkan kebijakan pengunduran dan pembatasan perkara
sidang, melakukan mediasi secara online dan menerapkan persidangan secara E-
litigasi sesusai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan persidangan secara elektronik dengan aplikasi E-Court.

Kata kunci: Peceraian, kebijakan, Pandemi covid-19
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“Sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buah, seorang tidak akan di

anggap alim bila tidak mengamalkan ilmu”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah

sebagai berikut:

A. KonsonanTunggal

I_Aur;%f Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
o ba’ B Be
o) ta’ T Te
&) sa’ S Es (dengan titik di atas)
= Jim J Je
- ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ Kh Ka dan Ha
5 Dal D De
4 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
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5 ra’ R Er

5 Zai Z Zet

" Sin S Es

U Syin Sy Es dan Ye
e Sad S Es (dengan titik di bawah)
L Dad D De (dengan titik di bawah)
1 ta’ T Te (dengan titik di bawah)
1 za’ N, Zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge

G fa’ F Ef

5 Qat Q Qi

B Kaf K Ka

J Lam L El

R Mim M Em

B NUn N En

J Wawd W We

N ha’ H Ha

. Hamzah ’ Apostrof

P ya’ Y Ye

B. KonsonanRangkap karena Syaddah
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Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

33k Ditulis muta’addidah

s Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhirKata

1. Bila dimatikan ditulis h

=
-

dala Ditulis hikmah

i Ditulis “illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

sl 91440 38 Ditulis Kardmah al-auliya’

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

kil B8 Ditulis Zakah al-fitri




D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
. AT Fa’ala
Jad ditulis
& ditulis Zukira
Dammah Ditulis U
; TR Yazhab
La ditulis ’
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis a
L ; dituli
FANES Itulis Jahiliyya
h
Fathah + ya’ mati Ditulis a
2 -
- ditulis
P Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis i
) ditulis .
a8 Karim
Dlammah + wawu mati Ditulis u
4 dituli
O o 5 Furud
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Al
1 -
ki ditulis Bainaku
m




3

J3

Fatha + wawu mati

Ditulis
ditulis

Au
Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

[
o b

Al Ditulis A’antum
a5 Gl Ditulis La’in
syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J,

namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang

diikuti huruf gamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya

A Ditulis Al-
Qur’an
(il Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis

Xi




dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

sladd)

Ditulis As-Sama’
Al Ditulis Asy-
Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

a3l s 3 Ditulis Zawi al-furid
45 JAT Ditulis Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah

huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

8 057 T mns, 54

Sl

Ditulis

Syahru Ramadan al-lazi

unzila fihi al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis,
mazhab, syariat, lafaz.

. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita
kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat
ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat.
Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan
isteri), mereka saling berhubungan untuk mendapat keturunan sebagai
penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah
disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa,
keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah

keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.!

Pada Akhir Tahun 2019 Dunia telah dihebohkan dengan kehadiran
wabah jenis baru Corona Virus Disease (Covid-19) yang pada saat ini sangat
meresahkan kesehatan masyarakat global. Awal mula terjadinya penyebaran
covid-19 pada tanggal 31 Desember 2019 World Health Organization
(WHO) menerima laporan terkait kasus pneumonia unknown etiology
(penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.?

Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas

L Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana
Persada Media Group, 2006), him. 1.

2 Yelvi Levani, dkk, Coronavirus Diseace 2019( covid-19): Patogenesis,
Manifestasi Klinis dan pilihan terapi, Jurnal Kedokteran dan Kesehaan, Vol.17, No.1
Januari 2021, pp.45



Nasional Cina kepada WHO. Namun selama Pneumonia Unknown Etiology
berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses
Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari
2020, negara cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan

wabah jenis baru bernama Corona Virus Disease.?

Penyebaran virus ini terus berlangsung dan terjadi tidak hanya di cina
melainkan menyebar secara ekstensif ke seluruh dunia termasuk salah
satunya di Indonesia. Dengan total kematian yang banyak dan
membahayakan negara, tertanggal 30 Januari 2020 melalui World Health
Organization (WHO) menetapkan wabah Corona Virus Disease 2019 atau
yang dikenal dengan Covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 wabah
dinyatakan sebagai pandemi.* Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan
penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan.
Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami
penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan
perawatan khusus. °Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang

memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan

3 Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rl , 2020, Pedoman
Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian
Kesehatan RI, him. 11.

4 Rezky Panji Perdana Mertua Hasibuan dan Anisa Ashari, Optimasi Peran Negara
Menghadapi Pandemi Disease 2019 dalam Prespektif Hukum Tata Negara Darurat, Jurnal Sosial
& Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7, No. 7, 2020, pp 582.

> Suharmoto, Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19, Jurnal JK
Unila, Vol. 4, No.2, Oktober 2020, pp.91



kronis, dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi
Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung
ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Sehingga berbagai upaya
perlindungan dilakukan di setiap negara dengan Implementasi kebijakan

yang berbeda.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Indonesia tidak melakulan
tindakan cepat dalam mengeluarkan kebijakan mengenenai penanganan
Covid-19, pemerintah Indonesia terkesan lambat menerapkan atau
memutuskan kebijakan lockdown sebagai upaya preventif dan represif
terhadap covid-19.5 Hal ini menyebabkan semakin pesatnya penyeberan
virus covid-19 di masyarakat dan banyaknya korban jiwa akibat telatnya

penanganan virus tersebut.

Pemerintah juga memerintahkan untuk seluruh kegiatan pekerjaan di
Pengadilan Agama, sekolah, dan perkuliahan dilakukan dari rumah secara
firtual. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Pro dan kontra bermunculan terhadap kebijakan yang di tetapkan
pemerintah. Hal ini bagi sebagain orang menganggap yang terjadi karena
semua yang di lakukan di rumah menyenangkan dan bagi keluarga yang
sudah menikah merupakan liburan yang mengasikkan dimana tiap keluarga
memiliki waktu yang sangat banyak untuk Bersama-sama beraktivitas di

dalam rumah. Namun pasangan yang tadinya hanya berjumpa beberapa jam

® Darmin Tuwu, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Jurnal
Publicuho, Vol. 3, No.2, Mai-Juli 2020, pp.270



karena aktifitas pekerjaan, kini harus bertemu selama 24 jam penuh dan
menghabiskan waktu sepanjang hari Bersama pasangan selama masa
pandemi nyatanya tak berujung harmonis. Yang mengakibatkan selama
masa covid-19 tingkat perceraian di Indonesia meningkat hal itu di sebabkan
adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di terapkan hampir di
seluruh wilayah Indonesia. Kondisi tersebut memaksa aktivitas jalannya
ekonomi berkurang, sehingga memicu banyaknya pekerja yang di PHK yang

mengakibatkan para suami tidak bisa meberi nafkah pada istri.’

Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi disuatu wilayah
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan
penduduk melalui proses kelahiran, perceraian merupakan sebuah masalah
besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa
pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus
Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah
pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown atau pembatasan kegiatan
keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan
terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi
bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup
atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua
aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah

jika ada keperluan yang sangat mendesak saja.

" Diana Ma’rifah, Implementasi Work From Home: Kajian Tentang Dampak Positif,
Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai, Jurnal Civil Service , Vol. 14, No.2, November,
2020, pp. 54.



Ditjen Badilag Nur Djannah Syaf menjelalaskan lonjakan angka
perceraian Ketika pandemi covid-19 meningkat tajam jumlah perkara
perceraian pada bulan-bulan setelah pecabutan PSBB di bandingkan dengan
bulan penerapan PSBB.® Menurut data Mahkamah Agung, angka perceraian
yang awalnya pada bulan Januari sebanyak 58.554 perkara, dan pada bulan
Februari-April mengalami penurunan menjadi 16.410 pada bulan April dan
11.848 pada bulan Mei hal ini terjadi selama PSBB diterapkan. Ketika PSBB
dicabut dari bulan Juni angka perceraian melonjak naik menjadi 57.750
kasus perceraian 51.133 pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus kasus
perceraian sebanyak 36.525. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang di

keluarkan oleh Mahkamah Agung.
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8https://www.voaindonesia.com/amp/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-
ekonomi-/5578035.html di akses pada tanggal 25 November 2020 jam 20:00
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Data Mahkamah Agung Perceraian Perbulan tahun 2020°

Peningkatan perceraian pada bulan Juni tingkat perceraian mengalami
lonjakan yang tinggi yang hambir mencapai total 60.000 ribu perkara
perceraian, hal ini dikarenakan pemerintah telah melakukan kebijakan New
Normal, dimana masyarakat sudah boleh berinteraksi dengan sesama tetapi
dengan pengawasan dan mengikuti protokol kesehatan. Pada era New
Normal inilah terjadi peningkatan jumlah perkara percerain yang totalnya
melonjak tinggi, hal ini dapat dilihat dalam bagan di atas menunjukkan
bahwa peningkatan perceraian mengalami peningkatan. Hal ini di tambah

dengan perkara yang tertunda pendaftaran di bulan-bulan sebelumnya.

Peningkatan perceraian yang tertinggi terdapat di Pulau Jawa tepatnya
di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi. Di Jawa Tengah
tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat perceraian selama masa
pandemi covid-19 juga mengalami peningkatan. Setelah kebijakan lockdown
diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu
pasangannya hampir setiap hari selama lockdown.’® Sehingga timbul rasa
bosan diantara mereka dari rasa bosan tersebut menimbulkan pertengkaran
maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun
perselisinan maka akan memicu perceraian itu terjadi. Tingkat perceraian di

beberapa wilayah selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.

WIB

*https://badilag.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 15.00

10 Urip Tri Wiyanti, Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Di Kabupaten Banyumas, jur.llm. kel. & Kons, Vol. 14, No.1, 2021, pp. 15.
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Pandemi Covid-19 mengubah pola pikir dan tingkah laku manusia
modern ini. Akibatnya masyarakat mengeluh kepada pemerintah. Dengan
dikeruarkanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang
mengharuskan masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melakukan semua
aktivitas mulai dari bekerja dan belajar yang mengakibatkan ketidaksiapan
masyarakat khususnya pasangan suami istri, serta ruang aktifitas tersebut
terbatas. Ketidaksiapan dalam menghadapi saat seperti ini dapat berakhir

stres emosi tidak stabil 1t

Perubahan Ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tidak mampu
diterima oleh semua keluarga. Keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan
untuk menghadapi kondisi darurat kemudian banyak masyarakat yang
terkena PHK sehingga tidak bisa menghadapi kondisi darurat tersebut.
Akibatnya konflik kerap terjadi, masing-masing memiliki keinginan serta
gagasan yang ingin diakui dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya
memiliki harapa yang berbeda. Ego dan pengakuan tinggi kadang sulit
dibendung di antara pasangan suami dan istri. Hal ini dapat memici
timbulnya perselisihan, percekcokan terus menerus sehingga menimbulkan

ketidak harmonisan keluarga dan berakhir perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan beberapa pengamatan yang ada, peneliti merasa perlu

untuk mengkaji lebih jauh tentang Fenomena Perceraian Pada Masa

11 Diana,dkk, Gambar Tingkat Stress dalam Pelaksanaan Work From Home Selama Masa
Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta, Jurnal Muhammadiyah Public Health, vol. 1, No.2, 31 Januari
2021, pp.109



Pendemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa

Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah
Dengan paparan latar belakang yang telah disebutkan. Selanjutnya, agar
selaras antara pembahasan dan fokus kajian, maka pada tahap berikutnya
peneliti mengeloborasikan pokok permasalahan yang diteliti yakni terkait
bagaimana fenomena perceraian pada masa pandemi covid-19. Berlandaskan
pada pokok permasalahan tersebut, terdapat beberapa susunan

pertanyaannya, diantaranya:

1. Mengapa perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
mengalami peningkatan pada masa pandemi covid-19 di tahun 2019-
20217

2. Bagaimana sikap hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pada
masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta?

3. Apa kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
mencegah penyebaran covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian

ini adalah:



a. Menganalisis permasalahan perceraian di Pengadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pada masa
pandemi covid-19 di tahun 2019-2021.

b. Menganalisis sikap hakim dalam menyelesaiakan perkara
perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Menganalisis kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan

suatu manfaat, antara lain:

a. Memberikan sebuah signifikansi dan wawasan terhadap pembaca
guna memperbanyak dan menambah pengetahuan dan wacana
khususnya mengenai fenomena percerain pada masa pandemi
covid-19.

b. Sebagai wujud dedikasi penyusun terhadap dunia keilmuan
terutama pada bidang pengkajian hukum keluarga Islam, dalam
konteks ini berkaitan dengan perceraian.

D. Telaah Pustaka
Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, telaah pustaka digunakan penulis
untuk mengetahui infomasi dan juga uraian hasil-hasil penelitian
sebagaimana yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh

peneliti saat ini. Fenomena perceraian pada masa mandemi covid-19 telah



mengundang banyak masyarakat untuk mengkaji, menuangkan buah hasil
pemikiran perihal keabsahan dan isu-isu dengan perceraian dimasa pandemi
tersbut ke dalam tulisan-tulisan seperti artiker, sripsi, tesis, makalah dan

banyak lagi.

Dari berbagai telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan karya
ilmiyah berbentuk tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi “Faktor-faktor
Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi
Pengadilan Agama dalam Perspektif Gender”, hasil penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian
dalam perspektif gender, serta menganalisis faktor-faktor dominan penyebab
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Untuk
melengkapi hasil penelitian, dirasa perlu juga mengungkap pandangan para
ulama, akademisi, dan praktisi hukum keluarga tersebut. Penelitian tesis ini
menenujukkan bahwa faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian
dalam perspektif gender adalah kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya
tanggung jawab, ekonomi dan poligami tidak sehat. Dalam kaca mata hukum
Islam bahwa suami harus melindungi dan menaungi istri dalam keadaan
apapun. Demikian perceraian sebagai pilihan terakhir setelah melalui proses-

proses yang telah ditentukan dalam agama. Adapun, istri memperoleh

10



nafkah pasca perceraian dari suami kecuali istri tersebut nusyuz durhaka

kepada suaminya.?

Beberapa karya ilmiyah bentuk tesis lain yang ditulis oleh Heriyono
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum
Islam”, adapun fokus penelitian ini menunjukan bahwa konsep kekerasan
dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di
dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis
(Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 116
huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
berikut Penjelasannya jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran
ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo.
Pasal 116 huruf b KHI). Proses pembuktian dalam perkara perceraian
dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama,
yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina,
proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 jo. Pasal 88 UU
No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan syigag, proses pembuktiannya
didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak (Pasal 76
ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan apabila dengan
alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal

54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur

12 Tlham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di
Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”, Tesis Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).
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dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama
dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam
rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya,
jo. Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub f KHI mengenai
alasan perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI,
Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf( f)
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f PP
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f KHI.®® Sedangan yang menjadi
pembeda teradap tesis yang akan ditulis oleh peneliti membahas mengenai
fenomena perceraian dimasa pandemi covid-19, faktor penyebab peningktan
perceraian dan kebijakan pengadilan agama dalam meminimalisir

penyebaran virus covid-19.

Tesis dengan wilayah penelitan yang sama ditulis oleh Ma’mun Rohman
“Perceraian Dini di Kota Yogyakarta” !4, adapun hasil penelitian tesis ini
menunjukan bahwa adanya gejala dan tren perceraian yang cukup signifikan
di kota Yogyakarta. Dan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang
paling banyak di karenakan faktor ekonomi, walaupun tesis tersebut

mempunya wilayah yurudis yang sama dalam penelitian ini dan penelitan

13 Heriyono” Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, tesis Universitas
Diponegoro Semarang (2009).

14 Ma’mun Rohman “Perceraian Dini di Kota Yogyakarta”,tesis Universitas Negeri Islam
Sunan Kalijaga, Jurusan Hukum keluarga (2017).
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tersebut membehas faktor pernyebab perceraian yang menjadi pembeda
penelitian tesis ini lebih mebahas faktor penyebab perceraian dimasa
pandemi dan kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dari paparan pembahasan kumpulan tesis di atas yang menjadi pembeda dari
tesis penyusun lebih ke arah dampak yang di akibatkan oleh wabah covid-19
dimana dalam Kkeluarga yang awalnya harmonis dan baik telah
mempengaruhi timbulnya perceraian yang diakibatkan faktor ekonomi yang
dikarenakan dimasa pandami covid-19 masyarakat banyak yang kehilangan
pekerjaan (PHK) dan usaha mengalami penurunan (Bangkrut) sehingga
menimbulkan pertengkaran terus menerus dan akibatnya pasangan tersebut
tidak mempunyai komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga

lagi dan langkah terkhir adalah bercerai di Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kumpulan teori-teori yang
menjadi landasan teoritis dan menjadi pedoman dalam melaksanakan
penelitian. Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah
selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-
generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis
untuk melaksanakan penelitian. Sebelum melakukan penelitian yang lebih
lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai
landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti
menyoroti masalah yang dipilihnya. Dalam penelitian ini yang menjadi

kerangka teorinya adalah sebagai berikut:

13



1. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik, Permasalahan kebijakan sering muncul
pada suatu keadaan dalam proses implementasi kebijakan, yang dimana
ada perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan
dengan apa yang yang terjadi di lapanganuntuk mencapai sesuatu hasil
dari pelaksanaan kebijakan publik. Kebijakan adalah sebuah istrumen
pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut
aparatur negara, melaikan pula governance yang menyentuh pengelolaan
sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-
keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia
demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat
atau negeri. Kebijakan merupakan hasil dari strategi, kompromi atau
bahkan kompetisi antaran berbagai gagasan, teori, ideologi dan
kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Solihin Abdul Wahab menjelaskan bahwa:

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak, pedoman itu bisa
saja sederhana atau kompleks, yang bersifat umum atau khusus,
dan juga bersifat luas atau sempit dengan terperinci. Yang
dimana Bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik ataupun
privat.”®®

Kebijakan publik digunakan pemerintah untuk menyelesaikan

masalah atau problematika yang ada dalam suatu negara. Pada faktanya

15 Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. (Bumi Aksara,Jakarta 2015). HIm 9.
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kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi
maupun politisi untuk mencegah permasalahan yang tejadi di publik.
Kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk campur tangan yang
dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok ataupun orang
yang kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Lemieux kebijakan

publik ialah:

“Kebijakan publik adalah suatu Produk aktivitas-aktivitas yang
dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang
terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor
politik yang hubungannya tersetruktur. Keseluruhan proses
aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.”

Kebijakan merupakan sesuatu hal yang berfungsi dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat
berbagai persolaan yang ada, yang akan menjadi program dari produk
kebijakan, namun  suatu  program  kebijakan yang  sudah
diimplementasikan harus di kaji dan di analisis kembali sebagi bahan
evaluasi kedepanya, dengan memahami analisis kebijakan sebagai suatu
dari proses ilmu penelitian. Dalam hal ini menganalisis suatu kebijakan
merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih
baik. Usaha ini bermula dari penyajian secara cermat informasi dengan
menunjukkan adanya masalah dari kebijakan. Informasi ini oleh analis
kemudian digunakan unluk membuat informasi tentang altematif-

alternatif kebijakan, begitu seterusnya.’

18 jbid
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Berdasarkan pendapat para ahli kebijakan tersebut dapat
definisikan bahwa kebijakan publik yang lebih tepat merupakan suatu
definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan
Pemerintah, melainkan juga sebagai arah tindakan yang dilakukan oleh
Pemerintah. Dengan demikian manfaat bisa dapat dirasakan sebagai
bentuk dari pemecahan masalah dengan dampak yang akan dirasakan
secara langsung di masyarakat. Seperti halnya kebijakan yang di
keluarkan oleh pemerintah dan lembaga Pengadilan Agama untuk
melakukan kegiatan pembatasan Sosial (social distancing), melakukan

kegiaran pekerjaan semua kegiaan di rumah Work From Home (WFH).

Virus coronayang pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan,
Cina yang menjadi problemalitas besar sehingga mengganggu aspek
kehidupan sosial masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini menghambat
proses seluruh bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Covid-19 mampu menggoyahkan kepanikan dalam masyarakat

Indonesia.'®

Wabah virus ini harus terus di atasi dan diberhentikan
penyebarannya, melihat situasi Indonesia bila terus melonjak angka
penyebaran virus akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia
terutama terhadap sektor kebijakan pemerintah khususnya di Pengadilan

Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus perceraian.

18 World Health Organization, ‘“Pneumonia of unknown cause — Cina”,
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-cina/en/,
(diakses pada 20 November 2020)
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Dalam masa pademi saja peninggkatan perceraian meninggkat secara
drastis. Penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah
berupa himbauan, kebijakan, dan langkah-langkah progesif dalam
melawan virus corona. Tidak lupa partisipasi masyarakat pun turut aktif

dalam melawan virus tersebut.

2. Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen

Sistem Hukum Lawrence M. Friedmen Kata “sistem” berasal dari
kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai
keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Sistem
merupakan suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan
perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian
dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau
komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan

suatu keseluruhan.®

Sub-sub sistem hukum Lawrence M. Friedmen dijabarkan dalam
tiga kelompok vyaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan
budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem

hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum

him. 71.

19 Salim HS, Perkembangan Teori Dalam llmu Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2012),
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itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya

akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum.?°

Adapun penjelasan ketiga teori sistem hukum oleh Lawrence M.

Friedmen yaitu:

a. Materi atau isi dari hukum atau undang-undang (legal substance).
Yaitu menganalisis materi undang-undang atau peraturan
pemerintah atau peraturan lain. analisis materi ini dimaksudkan
untuk menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-
undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok
yang diemban pada awal pembentukkan peraturannya.?

b. Struktur hukum (Legal Structure) yaitu lembaga dan penegak
hukum atau pelaksana dari perundang-undangan dengan
menganalisis keberhasilan dan atau kegagalan pemberlakuan
hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum
tersebut.??

c. Fokus kajian budaya hukum (legal culture) yaitu masyarakat yang
menjadi subjek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide,
gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan dan semacamnya, misalnya

bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bagaimana

20 | awrence M. Friedmen alih bahasa Wishnu Basuki, American Law An Introduction:
Hukum Amerika sebuah Pengantar (Jakarta: Tatanusa, 2001), him. 9.

2! 1bid

22 1bid

18



sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa yang
menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum.?

3. Modal Sosial

Sesuai dengan teori modal sosial bahwa dalam suatu masalah
besar di dalam masyarakat membutuhkan nilai-nilai sosial. Artinya,
dibutuhkan suatu kerjasama seluruh kelompok sosial dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Modal sosial dapat dijadikan sebagai
barang publik oleh pemerintah sebagai jaringan horizontal yang
menjadi eksistensi dalam masyarakat. Modal sosial mampu
mengarahkan masyarakat untuk sadar berkonstribusi dalam
menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Robert Putnam, modal
sosial menjadi penyegar dalam kehidupan sosial yang secara subtansi
memiliki kepercayaan bertindak secara bersama dalam mewujudkan

suatu tujuan bersama.?

Soerjono Soekanto, Mustapa Abdullah dalam bukunya
Sosiologi  Hukum dalam Masyarakat, menerangkan secara
terperinci tentang kesadaran hukum yang menjadi tolak untuk

mendapatkan keadilan.?® Dalam rumah tangga yang dibentuk oleh

28 bid

Xhttps://yoursay.suara.com/news/2020/03/24/095543/covid-19-dan-teori-modal-
sosial di ases pada tanggal 14 februari 2021 jam 23.00 WIB

% Soerjono,Soekanto, dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat
(Jakarta: Rajawali, 1987) him. 42
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pasangan suami isteri, sedikit atau banyak mengalami
problem keluarga, karena itu keharmonisan dalam keluarga harus
diciptakan. Pada prinsipnya perkawinan ditujukan untuk dilakukan
satu kali seumur hidup dan kebahagian yang kekal bagi pasangan
suami istri yang bersangkutan. talak adalah larangan, banyak larangan
yang tuhan dan rasul mengenai perceraian antara suami dan istri.
Tidak ada suatu yang halal yang paling di benci oleh Allah selain dari
talak sebagai mana di terangkan dalam hadis yang artinya: Dari Ibnu
Umar, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,
“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah *Azza wa Jalla adalah

thalaq”. [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah].?®

Tujuan saat ini yang diperlukan melawan virus corona dalam
mencegah dan menangani permasalahan di dalam masyarakat
khususnya masalah perceraian dengan harapan terciptanya
stabilitas kehidupan berkeluarga. Solidaritas pihak pemerintahan
khususnya Pengadilan Agama tentu menjadi faktor penting
dalam modal sosial untuk bersama-sama mengurangi perceraian

yang terjadi di masa covid-19.

26 https://risalahmuslim.id/kitab-nikah-bab-viii-tentang-thalag-hadits-ke-872/ diakses pada
tanggal 26 Januari 2023 jam 20:00 WIB
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
merupakan bentuk pengkajian guna memperoleh data secara langsung
dengan melakukan wawancara secara langsung, melakukan
pengumpulan dokumen dari tempat yang diteliti untuk mendapatkan data
yang relevan terkait dengan. mengapa perceraian di Pengadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, bagaimana sikap
hakim dalam menyelesaiakan perkara perceraian pada masa pandemi
covid-19 di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk
mengetahui apa kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam mencegah penyebaran covid-19.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu
bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara objektif
tepat guna memberikan pembaruan, jawaban, usulan serta solusi
terhadap permasalahan yang tengah dihadapi.?” Dalam hal ini, penulis
akan mendeskipsikan terkait bagaimana tingkat Perceraian Dimasa
Pandemi Covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama Daerah Istimewa

Yogyakarta).

27 Muh.Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998),him.105
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,
yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam
membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan
hukum (baik bahan hukum primer dan sekunder). Pendekatan empiris
(hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam
penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.
Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah
bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer
yang diperoleh dilapangan.?®
4. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusun tesis terdiri dari data

primer dan sekunder, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh wawancara langsung pada
sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan
wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau
orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi
dan data lain yang menunjang penulisan proposal tesis ini.

5. Metode Pengumpulan Data

28 Atho Mudzhar, Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi (Yogyakarta: IAIN
Sunan Kalijaga, 1990), him. 13.
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Penelitian ini menggunakan beberapa teknik metode penelitian agar
diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut

yaitu:

a. Observasi
Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan. Dalam hal ini
pengaruh covid-19 terhadap Perceraian di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

b. Wawancara
Tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua
belah pihak secara sistematik dan sesuai dengan tujuan penyelidikan.
Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan hakim
yang ada di pengadilan Se Daerah Istimewa Yogyakarta yang
meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu: Pengadilan Agama Yogyakarta,
Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan

Agama Wates, Pengadilan Agama \Wonosari.

c. Dokumentasi
Dokumentasi ini melihat secara langsung dan mengumpulkan
dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan pokok masalah dan
dokumen tersebut dapat berupa, data laporan perkara yang masuk

dan data laporan yang diputus yang diperoleh dari hasil wawancara
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yang berhubungan dengan topik pembahasan vyaitu tingkat

perceraian.

6. Analis Data

Analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah
data kualitatif, yakni suatu metode penelitian dengan cara menganalisis
data yang telah didapatkan (catatan lapangan, rekaman, observasi, dan
wawancara) dengan analisa yang sejelas dan sebenar-benarnya.
Selanjutnya, setelah mendapatkan data tersebut penyusun menganalisis
dengan metode induktif, yaitu suatu metode cara berpikir dari suatu
peristiwa yang konkret yang kemudian nantinya akan ditarik sebuah
kesimpulan dari karya ini. Dengan demikian diharapkan dapat
menghasilkan suatu kesimpulan yang mampu menjawab dua rumusan

masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam penyusunan tesis ini, terdiri dari lima bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran
umum tentang tesis ini dengan menguraikan: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum berisi tinjauan umum

tentang perceraian kajiannya meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum
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perceraian, rukun dan syarat perceraian, perceraian dalam perspektif hukum

nasional, alasan perceraian macam-macam perceraian, dan faktor perceraian.

Bab ketiga berisi tentang berisi tentang gambaran umum sejarah
berdirinya Pengadilan Agama, dasar dan pertimbangan, putusan perceraian
dan faktor perceraian dimasa pandemi covid-19 di Pangadilan Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta, akan dijelaskan jawaban informan terkait

dampak tingkat perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat berisi analisis mengenai membahas analisis yang
didasarkan pada mengapa perceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta mengalami peningkatan secara teknik, sikap hakim dalam
menyelesaiakan perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di
Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa kebijakan
Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah

penyebaran covid-19.

Bab kelima yakni bab penutup dari rangkaian pembahasan proposal
tesis ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya,
khususnya yang berkaitan tingkat perceraian di masa pandemi covid-19 dan
diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap

penting.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pada Masa Pandami Covid-19 kasus perceraian tiap Pengadilan
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan yang
diakibatkan oleh faktor tehnis dan faktor substansi. Dimana dalam
faktor tehnis peningkatan perceraian terjadi pada masa Pandami
covid-19 diakibatkan kebijakan Pengadilan Agama Daerah Istimewa
melakukan penundaan persidangan dan pembatas perkara yang
masuk dan disebabkan karena pegawai dan hakim yang berada di
Pengadilan Agama Daerah istiwa Yogyakarta harus mengikuti
aturan WFH bekerja di rumah dan Hakim Melakukan Penundaan
Persidangan sampai waktu dapat kondosif yang mengakibaktan
perkara menumpuk yang menimbulkan peningkatan perkara
perceraian oleh dibukanya kembali masa persidangan di Pengadilan
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan peningaktan
perceraian karena faktor substansi sibebkan oleh faktor ekonomi
yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memberikan
nafkah kepada pasangan karena beberapahal seperti pasangan
kehilangan pekerjaan tekerna PHK, menurunya pendapan Usaha
mengakibatkan  Bangkrut, yang mengakibatkan timbulnya
perselisahan dan pertengkarang terus menerus dan menimbulkan

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga pasangan tidak
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lagi memeliki komitmen dalam mempertahankan hubungan dan
berakhir dengan perceraian.

. Sikap hakim dalam menyikapi perkara perceraian dimasa pandemi
covid-19, dengan tetap menjalankan proses persidangan dengan
hukum acara sesuai dengan Undang-undang, hakim dimasa pandemi
selalu mengupayakan proses perdamaian setiap persidangan dari
awal masuk perkara samapai diputusnya suatu perkara dengan
memberikan nasehat religius melalui, pendekatan fisiologi,
pendekatan sosiologis, pendekatan agama, secara kultur kepada
pihak yang berperkara, memberikan nasehat dan masukan-masukan
yang positif bisa saja dengan mengunakan kalimat menganai
musibah yang terjadi sekarang yaitu pandami covid-19. Sehingga
para pihak yang berperkara dapat mengurungkan niat untung
berceraian di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi
Pasangan yang ingin bercerai, perceraian harus mempunyai alasan-
alasan kuat sesuai undang-undang.

Kebijakan pengadilan Seluruh Pengadilan Agama Yogyakarta dalam
mencegah penyebaran covid-19 dibagi menjadi dua bagian
kebijakan umum dimana Pengadilan Agama mematuhi protokol
kesehatan meningkatkan protokol kesehatan dengan cara memakai
masker, membawa hensenetizer malakukan pengecekan suhu,
melakukan Social distencing, yang telah di perintahkan oleh

Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Seleruh.
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Sedangkan kebijakan khusus Pengadilan Agama melakukan
penundaan sidang, melakukan mediasi dengan memberikan
kelonggaran dengan terhadap perncari keadilan dapat tidak hadir
akan tetapi harus dengan surat pengatar desa dan diwakilkan kepada
kuasanya kemudian melakukan mediasi secara online, dan
menyarankan pencari keadilan untuk menerapkan sidang secara E-
litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi
Perkara dan persidangan secara elektronik dengan aplikasi E-Court.
B. Saran-Saran
Berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang

telah terjadi pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Pihak keluarga yang telah bercerai a. Hendaknya tetap menjalin
hubungan kekeluargaan, menjalani kehidupan baru dengan tetap
menjalin silaturahmi agar tidak ada dendam. b. Sebaiknya anak
diasuh bersama, walaupun sudah tidak terikat oleh ikatan pernikahan
lagi, agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang
tuanya.

2. Pihak Masyarakat daerha istimewa yogyakarta Hendaknya bersikap
bijak, dengan melihat kasus perceraian pada keluarga yang telah
bercerai dapat mengambil pelajaran agar lebih mempertimbangkan
efek samping dari perceraian dimasa yang akan datang dan berhati-

hati dalam membina rumah tangganya masing-masing.
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